


 

 

  

   

  

CATATAN: 

- Lampiran KAK ini berisi konsolidasi data dan informasi yang dihimpun oleh Panitia 

yang dimaksudkan dapat sebagai salah satu referensi/masukan perencanaan dan 

perancangan Ibu Kota Negara bagi Peserta Sayembara, khususnya aspek 

infrastruktur kawasan, antara lain di dalam menjabarkan 3 (tiga) kriteria utama 

desain kawasan Ibu Kota Negara; 

- Para Peserta Sayembara wajib mencari informasi yang diperlukan untuk bahan 

penyiapan Karya Sayembara, tidak terbatas pada data dan informasi yang 

disampaikan seperti pada Lampiran KAK ini; dan 

- Pada hakekatnya Peserta Sayembara diberikan kebebasan untuk menggunakan 

referensi lain yang relevan dan diperlukan dalam menyusun gagasan Urban Design 

yang diusulkan. 
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“Ibu Kota Negara Indonesia yang menarik bagi talenta-talenta hebat nasional dan  

untuk bekerja dan tinggal…” 

 

– Menteri Sekretaris Negara yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Rapat Curah Gagasan IKN-PUPR, 24 September 2019 
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1. DASAR PERENCANAAN DAN PROGRAM 

INFRASTRUKTUR KAWASAN IKN 

 

1.1 PENDEKATAN KRITERIA UTAMA 

 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang besar, terdiri dari 

ribuan pulau dan garis pantai sepanjang ribuan kilometer. 

Selama ini, pembangunan yang telah dilaksanakan bertujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di 

seluruh wilayah Indonesia.  

Di lain pihak, hasil-hasil pembangunan dan investasi masih 

terpusat di Pulau Jawa, khususnya Provinsi DKI Jakarta dan 

sekitarnya. Hal ini menimbulkan dampak tidak hanya berupa 

kesenjangan dari segi ekonomi dan sosial, namun juga 

menambahkan beban pada wilayah yang menjadi pusat 

pertumbuhan tersebut. Peningkatan jumlah penduduk secara 

signifikan ke wilayah Ibu Kota, menimbulkan dampak negatif 

seperti pencemaran air dan tanah, penurunan kualitas udara, 

penurunan muka air tanah, hingga timbulnya bencana alam 

seperti banjir yang mempengaruhi kualitas hidup warga Ibu 

Kota.  

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilaksanakan sebagai upaya 

mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan Indonesia, 

yang selama ini dinilai masih terpusat di Pulau Jawa. IKN yang 

baru diharapkan akan menjadi simbol identitas bangsa, juga 

merepresentasikan kemajuan bangsa, demi terwujudnya 

pemerataan dan keadilan ekonomi demi visi Indonesia Maju, 

melalui suatu desain yang memenuhi 3 (tiga) kriteria utama. 

“Ibu Kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga 

representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya 

pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia 

Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya“ 

– Pidato Presiden RI Joko Widodo, 16 Agustus 2019 

 

Kriteria utama IKN 

Desain kawasan Ibu Kota Negara diharapkan mampu 

menerjemahkan visi Ibu Kota, sebagai representasi kemajuan 

bangsa yang unggul dan katalis peningkatan peradaban manusia 

Indonesia, dengan pendekatan kriteria utama sebagai berikut: 

1. Mencerminkan Identitas Bangsa 

Desain kawasan yang mampu mewujudkan ruang kota masa 

depan yang berkualitas, berwibawa, namun tetap kompak dan 

ramah terhadap manusia. Pencerminan identitas bangsa 

diharapkan tidak selalu hanya dengan pendekatan harfiah 

dalam menerjemahkan pilar-pilar kebangsaan, namun lebih 

kreatif dan inovatif. 
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2. Menjamin Keberlanjutan Lingkungan, Sosial, dan 

Ekonomi 

Desain kawasan yang mampu mewujudkan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan khususnya yang terkait 

pembangunan perkotaan (sustainable urban development) 

dalam menciptakan kualitas ruang kota yang lestari, aman, 

nyaman, layak huni, berskala manusia dan berketahanan 

(resilient). Desain kawasan yang dapat mengedepankan 

kepentingan terutama pejalan kaki dan pesepeda, ditunjang 

oleh penggunaan transportasi publik, sehingga tercipta ruang-

ruang kota yang inklusif, mendorong produktivitas manusia, 

dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 

3. Mewujudkan Kota yang Cerdas, Modern, dan 

Berstandar Internasional 

Desain kawasan yang berorientasi masa depan, mampu 

mendorong peningkatan kecerdasan manusia, dan tata kelola 

pemerintahan yang baik, dengan dukungan pemanfaatan 

teknologi informasi, komunikasi, dan rekayasa industri yang 

bermanfaat bagi penciptaan ruang dan bangunan, serta 

sarana/prasarana publik dengan capaian standar internasional 

(premium). 
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1.2 RENCANA JADWAL PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR (2019-2024) 

 

Pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap, untuk 

menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan proses 

penyiapan infrastruktur dasar. Rencana pembangunan infrastruktur 

kawasan IKN direncanakan terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 

1. Perencanaan dan Perancangan Kawasan, sebagai pedoman 

pengaturan dan pemanfaatan ruang di lokasi IKN, yaitu melalui 

proses perancangan kawasan, penyusunan Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada kawasan-kawasan  

prioritas, serta rencana pengendalian pembangunan. 

2. Penyelenggaraan Bangunan Khusus, diantaranya bangunan yang 

memiliki fungsi strategis bagi Negara seperti Istana Presiden, 

Istana Wakil Presiden dan bangunan lainnya.  

3. Pembangunan Infrastruktur PUPR, yang dibagi ke dalam 

infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, 

infrastruktur bidang keciptakaryaan dan perumahan.  
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1.3 PERHITUNGAN JUMLAH PENDUDUK IKN 

 

Rencana kapasitas jumlah penduduk IKN yang dihitung berdasarkan 

rencana kepadatan penduduk di masing-masing wilayah, 

diperkirakan sebagai berikut:  

RING 

Penduduk (Jiwa) Luas (Ha) 
Kepadatan 

(jiwa/Ha) 

Per-Ring Kumulatif Per-Ring Kumulatif 
 

Ring I 80.000 80.000 2.000 2.000
 

40 

Ring II 1.420.000 1.500.000 38.000 40.000 37,4 

Ring III 1.400.000 - - 180.000 10 

TOTAL 2.900.000 180.000  

 

Jumlah penduduk tersebut telah memenuhi asumsi jumlah penduduk 

yang akan tinggal di Ibu Kota Negara baru (Sumber: Bappenas), 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Total jumlah penduduk Ibu Kota Negara baru adalah 1.500.000 

jiwa (s/d luasan +40.000 Ha). 

2. Total ASN dan keluarga yang dipindahkan adalah 1.106.050 

jiwa
 *)

 

3. Total pelaku ekonomi (berkeluarga
*)

 dan lajang) yang 

diharapkan adalah 393.950 jiwa. 

Catatan: 

*) 
Asumsi rumah rata-rata = 5 jiwa (SNI 03-1733-2004) dan asumsi 

komposisi pelaku ekonomi berkeluarga : lajang = 60:40  
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“… Maka Ibu Kota Negara baru harus bisa menggambarkan karya bangsa Indonesia. 

Harus tercermin baik dari desain kotanya maupun desain bangunannya…” 

 

– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 

Rapat Curah Gagasan IKN-PUPR, 24 September 2019 
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2. PROGRAM INFRASTRUKTUR JALAN IKN 

2.1. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR JALAN IKN 

 

Struktur jaringan jalan IKN dapat dibagi menjadi beberapa hirarki 

jalan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Jalan Nasional Tol 

Jalan tol merupakan akses menuju Kawasan Ibu Kota Negara 

dari jalan tol eksisting Balikpapan-Samarinda. 

2. Jalan Nasional Non-Tol 

Jalan non-tol terdiri dari jalan arteri, kolektor, maupun lokal yang 

dapat memenuhi kebutuhan pergerakan aktivitas menuju, ke luar 

dan diantara kawasan, antara lain: 

a. Jalan akses menuju Ibu Kota Negara; 

b. Jalan dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP); 

c. Jalan dalam Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN); 

d. Jalan dalam Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN). 

3. Fasilitas Pejalan Kaki 

Antara lain dapat berupa trotoar berpenutup, trotoar tanpa 

penutup, dan jembatan/jalur bawah tanah untuk penyebrangan 

yang berada di seluruh jalan kawasan IKN, maupun jalur khusus 

di antara bangunan. Rencana penampang jalan pada Gambar 2.2 

hanya berupa ilustrasi dan dapat dikembangkan sesuai usulan 

Peserta Sayembara. 

4. Sustainable Transportation 

Sepeda dapat direncanakan menjadi moda transportasi utama, 

selain fasilitas pejalan kaki, di dalam suatu area/kawasan, 

sehingga diperlukan jalur sepeda khusus di sepanjang jalan 

kawasan IKN, maupun jalur sepeda khusus di antara suatu 

tempat (taman/bangunan). 

5. Rapid Transit System 

Sistem moda transportasi masal perlu disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas dan mobilitas masyarakat di 

Kawasan IKN, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan 

pribadi. Moda transportasi dapat menggunakan Bus Rapid 

Transit (BRT) dan/atau Autonomous Rail Rapid Transit (ART). 
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Konsep Karakteristik Kriteria 

Reliable 

infrastructure  

- Tahan lama 

- Andal 

- Tahan bencana 

- Lifetime engineering 

- Fast maintenance 

- Balance traffic volume and capacity 

- Functional Performance 

Green 

infrastructure 

- Efisien 

- Berkelanjutan 

- Ramah lingkungan 

- Perlindungan SDA 

- Pengendalian emisi 

- Temperature friendly 

- Energi terbarukan 

Safe and smart 

infrastructure 

- Aksesibel 

- Cerdas 

- Berkeselamatan 

- Desain yang berkeselamatan 

- Desain yang cerdas 

- Smart communication and monitoring 

- Powered infrastructure 

- Integrated infrastructure: utility system: V2X (Vehicle to Everything), V2I  (Vehicle to 

Infrastructure), V2P (Vehicle to Pedestrian), V2V (Vehicle to Vehicle) 

Human 

infrastructure 

- Multi-fungsional 

- Multi-guna 

- Sekuritas publik 

- Keamanan dan keselamatan pengguna 

- Pemanfaatan jalan secara multifungsi 

- Beautiful design 

- Berorientasi pada kepentingan masyarakat 

- Mencerminkan identitas bangsa 

 

 
Tabel Konsep Dasar Infrastruktur Jalan dan Transportasi 
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2.2. RENCANA PENAMPANG JALAN IKN 

JALAN ARTERI 

JALAN KOLEKTOR 

JALAN LOKAL 
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“…Kalau sekarang tren konsep pengembangan kota bergerak ke arah Social 

Innovation City…” 

 

– Menteri Perindustrian, Rapat Curah Gagasan IKN-PUPR, 24 September 2019 
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3. PROGRAM INFRASTRUKTUR                                                

SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE IKN 

 

3.1. KEBUTUHAN PENYEDIAAN AIR BAKU IKN 

 

 

Pemenuhan kebutuhan air baku IKN dengan jumlah penduduk 

sekitar 1,5 juta jiwa. Kebutuhan konsumsi air bersih sekitar 150 

liter/hari/orang dengan asumsi kebutuhan debit Intake 4,1 

m³/detik.  

Kriteria infrastruktur penyediaan air baku pada Kawasan Inti Pusat 

Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN), dan 

Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN), sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan sumber air permukaan. 

2. Untuk pengambilan langsung di sumber air (tanpa tampungan/ 

waduk). 

3. Debit andalan menggunakan Q 90% > 4,1 m/dt. 

4. Apabila menggunakan waduk yang membendung sungai, 

pengaliran diupayakan secara gravitasi untuk menekan biaya 

operasi, kecuali pada KP-IKN pengaliran tidak hanya gravitasi 

tapi juga pompa untuk kebutuhan bisnis/industri. 

5. Besarnya kapasitas waduk minimal 100 juta m³ (dengan asumsi 

lama musim hujan 4 bulan, Q90% > 4,1 m³/detik dapat 

dipenuhi). 

6. Saluran transmisi menggunakan saluran tertutup. 

 

3.2. SKEMA PENGENDALIAN BANJIR & DRAINASE KOTA 

 

Guna mencegah terjadinya banjir di kawasan IKN, perlu dilakukan 

upaya untuk menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) di sekitar 

kawasan IKN dan mempertahankan fungsi hidrologisnya agar tetap 

baik. Selain itu, juga dapat diterapkan konsep zero surface run-off 

pada kawasan IKN, yaitu tidak ada air hujan yang menjadi limpasan 

di permukaan. Air hujan dialirkan melalui saluran pengendali banjir 

dan kolam-kolam retensi, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan 

kembali.  

Skema Jaringan Distribusi Air Baku 

IPA IKN 



 

 

  

SAYEMBARA GAGASAN DESAIN KAWASAN IBU KOTA NEGARA (IKN) 13   

 

Saluran pengendali banjir berfungsi untuk melindungi ibu kota dari 

luapan sungai-sungai yang berada di sekitar dan limpasan air yang 

berasal dari permukaan. Kolam Retensi direncanakan sebagai daerah 

tampungan air permukaan sementara saat terjadi luapan banjir. 

 

Sistem drainase kota berupa kanal-kanal bawah jalan dalam kota, 

dilengkapi dengan kolam-kolam retensi yang diletakkan di bawah 

fasilitas umum seperti lapangan bola, taman kota atau gedung-

gedung pusat bisnis (dalam kondisi biasa dapat juga digunakan 

untuk tempat parkir kendaraan atau kegiatan lainnya). 

 

Perencanaan sistem drainase menggunakan sistem gravitasi atau 

pompa. Sistem drainase dirancang dengan konsep alamiah sebagai 

salah satu upaya konservasi air dan meningkatkan penerapan siklus 

hidrologi. Sistem drainase harus mampu mengalirkan limpasan 

akibat hujan 3-4 jam dengan kala ulang 25 tahun.

  

Skema Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Drainase Kota 

Ilustrasi Penampang Saluran Drainase IKN 

Skema Sistem Drainase IKN 
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“…menjadi World Class City, kesehatan lingkungan, healthy lifestyle, dan 

konektivitas internet adalah hal yang utama…” 

 

– Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rapat Curah Gagasan IKN-PUPR, 

24 September 2019 
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4. PROGRAM PENATAAN KAWASAN, BANGUNAN, DAN LINGKUNGAN IKN 

 

4.1. PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 

 

Fungsi 

KIPP K-IKN KP-IKN 

Ket 
Luas 

Bangunan 

(Ha) 

Luas Lahan 

(Ha) 

Luas 

Bangunan 

(Ha) 

Luas Lahan 

(Ha) 

Luas 

Bangunan 

(Ha) 

Luas Lahan 

(Ha) 

Bangunan Gedung Negara 428 213,8 - -    

Perumahan 146,5 114 1.590,9 962,5    

Prasarana dan Sarana Lingkungan 

Permukiman di Perkotaan 
37,6 37,3 710,8 705,3 879,5 872,9 

Asumsi 

berdasarkan 

rencana 

jumlah 

penduduk 

Fasilitas Kebudayaan 6 3 - -    

Fasilitas Pendidikan - - 140 70    

Fasilitas Hubungan Diplomatik - - 87 42,5    

Fasilitas Pusat Keagamaan 27,6 13,8 - -    

Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 30 15 323,5 161,8    

Ruang Terbuka Hijau dan Non-

Hijau 
- 900 - 2.700  89.240 

 

Infrastruktur Permukikam, Sumber 

Daya Air, Jalan, Jembatan dan 

Transportasi 

- 300 - 6.000   

 

Catatan: 

Besaran program/kebutuhan diatas dapat disesuaikan selama dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kriteria yang ditetapkan, salah satunya 

dengan solusi/gagasan „small footprint‟, seperti efisien secara ruang, desain multifungsi, dan time-sharing program.  
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4.2. KRITERIA DESAIN TATA BANGUNAN & 

LINGKUNGAN  

 

 

Tata Guna Lahan (Land Use) 

Prinsip penatagunaan lahan dalam kawasan IKN antara lain: 

1. Fungsi-fungsi pemerintahan utama harus diletakkan pada lokasi 

yang berdekatan, mengutamakan interkoneksi transportasi 

publik, kendaraan bebas emisi karbon, serta pesepeda dan pejalan 

kaki. 

2. Fungsi hunian yang ada di pusat pemerintahan antara lain 

perumahan negara untuk ASN dan perumahan MBR/pelaku 

ekonomi. Hunian lain dapat dibangun dengan konsep TOD. 

3. Fungsi komersial tidak diberikan persil khusus, namun harus 

menjadi satu bagian dengan fungsi pemerintahan dan/atau 

konsep TOD. Pengembangan kawasan publik dengan prinsip 

desain koridor komersial. 

4. Fungsi pelayanan publik  (seperti pemadam kebakaran, kantor 

polisi, rumah sakit) diletakkan pada lokasi yang strategis dan 

dapat melayani fungsi-fungsi di sekitarnya.  

5. Fungsi edukasi (pendidikan dan kebudayaan) juga Gedung 

Negara dapat menjadi destinasi wisata regional, nasional dan 

internasional menyebar di setiap kawasan. Besaran dan fasilitas 

pendidikan di lingkungan permukiman mengacu pada jenis 

fungsi, kepadatan penduduk yang dilayani, radius ketercapaian, 

dan standar yang berlaku. 

6. Tepat guna lahan jalan terdiri dari zona jalur mobil, jalur sepeda, 

parkir, zona utilitas (penempatan street furniture, penghijauan, 

utilitas), jalur pejalan kaki, dan zona bangunan. 

7. Fungsi pengelolaan utilitas kawasan seperti utilitas listrik, air 

bersih dan kotor, limbah domestik dapat berada di perimeter kota 

yang mudah pengelolaan tanpa mengganggu kualitas visual dan 

fungsi lain, serta tersedia stasiun dan jalur angkutan/kereta 

barang yang terkoneksi antar distrik/kawasan. 

8. Ruang terbuka hijau dan non-hijau dengan luas lebih dari 

50% luas persil (ruang terbuka privat) dan lebih dari 50% luas 
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kawasan atau minimal 15m2/ penduduk (ruang terbuka publik 

dan hutan kota). 

9. Ruang terbuka biru untuk menjaga ekosistem dan daya dukung 

alam sekaligus berfungsi sebagai sumber air baku, 

pengendalian banjir, serta menurunkan suhu di lingkungan 

perkotaan yang ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan debit 

air permukaan dan kebutuhan pengolahan air hujan. 

10. Lahan produktivitas berjalan (seperti pertanian, perkebunan, 

dan industri ramah lingkungan) berada di luar pusat 

pemerintahan, permukiman dan kawasan strategis, serta 

diletakkan pada distrik khusus atau perimeter kota yang 

terhubung dengan jalan/jalur kereta barang. 

 

 

Desain Bangunan 

1. Bangunan pemerintahan, bangunan hunian, bangunan komersial, 

bangunan publik, bangunan fasilitas penunjang harus 

menerapkan konsep Bangunan Gedung Hijau (Green 

Building). Target rating Utama sesuai Permen PUPR No.2 tahun 

2015 tentang Bangunan Gedung Hijau untuk semua bangunan 

(Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap 

Pemanfaatan); 

2. Citra  bangunan harus mencerminkan identitas bangsa yang 

diterjemahkan dalam desain bangunan 

3. Desain bangunan dan penyediaan fungsi-fungsi ruang atau 

bangunan yang mendukung terwujudnya Indonesiasentris. 

4. Karakter bangunan yang mencerminkan dan meningkatkan 

karakteristik Ibukota Negara dan lingkungan perkotaan, serta 

menambah nilai kota dari segi pariwisata, investasi, dan 

kebanggaan masyarakat. 

5. Ketinggian bangunan memperhatikan kepadatan yang 

diinginkan dalam suatu area dan juga visual kota, selain 

koefisien/standar yang ada. 

6. Bangunan yang ramah lingkungan diwujudkan melalui desain 

bangunan :  

7. Target pencapaian "suhu dalam bangunan tanpa penghawaan 

buatan yaitu 25 derajat celcius" dan "suhu luar bangunan 28º 

Celcius“; 

8. Peletakkan, orientasi, ketinggian, serta bentuk bangunan harus 

mampu mengalirkan angin untuk menurunkan temperatur 

lingkungan; 

9. Penggunaan warna dan material bangunan serta perkerasan harus 

meminimalisasi penyimpanan panas, contoh (warna bangunan 

dan material bangunan harus memiliki Solar Reflectance Index 

(SRI) >=60); 

10. Desain bukaan dan bidang masif pada bangunan untuk 
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mengoptimalisasi sirkulasi udara dan temperatur dalam 

ruangan; 

11. Penggunaan rainwater harvesting dan daur ulang greywater 

pada setiap bangunan gedung; 

12. Penggunaan material ramah lingkungan untuk pembangunan 

gedung dan fasilitas publik; 

13. Penggunaan material lokal dari sumber yang lestari untuk 

meminimalkan jejak karbon. 

 

 

Sirkulasi 

1. Konektivitas 

a. Menciptakan jalur dan jalan yang aman dan nyaman, 

atraktif (ruang positif) serta menghubungkan kebutuhan 

mobilitas antara pusat-pusat kegiatan, landmark, dan 

permukiman; 

b. Menyediakan pilihan sarana transportasi yang terintegrasi 

dan menata jalan dan jalur mobilitas dengan fungsi 

penunjang yang produktif; 

c. Memprioritaskan pejalan kaki, sepeda, dan transportasi 

publik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan 

mendorong warga kota untuk bergerak aktif (maksimal jarak 

tempuh antar titik 400 m bagi pejalan kaki); 

d. Memfasilitasi jalur hijau sebagai penghubung ruang terbuka 

publik dan privat, juga pada sisi luar trotoar sebagai buffer 

bangunan terhadap polusi dan kebisingan; 

e. Penggunaan moda transportasi bertenaga listrik dan masal 

sebagai moda transportasi unggulan di dalam kota; 

f. Jalan dan jalur kereta khusus yang menghubungkan kota dan 

pelabuhan atau bandara untuk memudahkan pergerakan 

makanan atau barang komoditas. 

2. Aksesibilitas 

a. Jalur pejalan kaki dan fasilitas umum –sosial  (termasuk 

bangunan) menggunakan prinsip universal design, untuk 

mengakomodasi kegiatan penyandang disabilitas.  

b. Jalur sepeda dan pejalan kaki tidak berada satu level 

dengan kendaraan bermotor, sebaiknya diletakkan sebagai 

bagian dari trotoar dan tersedia jalur khusus diantara 

bangunan atau taman. 

 

3. Parkir 

a. Memperhatikan penggunaan lahan (maksimal 10% luas 

lahan), kualitas visual kawasan dan meminimalisasi parkir 

di luar bangunan (on-street dan on surface parking). Parkir 

dapat diakomodasi  di gedung parkir atau bawah tanah. 

b. Jumlah penyediaan Satuan Ruang Parkir memperhatikan 

standar nasional (Kementerian Perhubungan) dan 
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mempertimbangkan sistem smart parking, 

c. Setiap bangunan memiliki parkir sepeda yang disediakan 

secara khusus sesuai dengan jumlah pengguna bangunan 

tersebut. 

d. Lokasi tempat parkir khusus difabel tidak lebih dari 60 m 

dari ruang publik. 

 

 

Ruang Terbuka 

1. Target Suhu Luar Bangunan 28º Celcius 

a. Peletakkan tanaman peneduh harus memperhatikan arah 

bayangan dan perlindungan terhadap sinar matahari; 

b. Peletakkan ruang terbuka biru sebagai bagian dari open 

space dengan memperhatikan arah angin. 

 

2. Ruang Publik yang Aman dan Nyaman 

a. Desain yang memunculkan rasa kebanggaan warga dan 

pendatang serta memicu rasa kepemilikan dan tanggung 

jawab dalam memelihara fasilitas publik. 

b. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang produktif dan 

inklusif. 

c. Menciptakan unsur-unsur ruang publik yang memperhatikan 

keamanan dan keselamatan dengan desain ruang yang tidak 

gelap dan tertutup. 

 

3. Sistem Ekologi Lingkungan 

a. Desain ruang terbuka publik yang mampu mempertahankan 

kondisi alam dan sistem ekologi, dengan mengimbangi 

jumlah pohon yang ditanam dengan perhitungan bangkitan 

polusi yang timbul dan ruang terbuka biru (danau atau 

reservoir) yang dilengkapi tanaman sebagai filtrasi alami, 

agar mendukung terwujudnya Air Quality Index < 50 untuk 

partikel 25nm. 

b. Ruang Terbuka Hijau dengan luas lebih dari 50% luas 

kawasan. 

c. Penghijauan di sepanjang infrastruktur jalan dan pemilihan 

pohon peneduh yang tepat untuk pejalan kaki dan ruang-

ruang terbuka sesuai fungsinya. 

 

4. Fungsional 

a. Penerapan desain dengan konsep waterfront pada setiap 

tepian badan air atau sungai untuk meminimalisasi kebiasaan 

membuang sampah rumah tangga ke sungai. 

b. Menetapkan jalur evakuasi (koridor jalur hijau) dan tempat 

evakuasi (gedung evakuasi, shelter, taman kota, lapangan 

olahraga). 

c. Penggunaan material yang menyerap air untuk perkerasan 

jalan dan lingkungan (paving), seperti porous ashpalt, 
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pervious concrete, interlocking paving system, recycled 

rubber paving, grass concrete and turf pavers dengan 

keawetan 10-50 tahun. 

d. Efisiensi energi penerangan jalan, penggunaan smart grid dan 

district cooling system. pencahayaan maksimum 2,5 W/m2* 

tanpa mengurangi kualitas pencahayaan. 

 

 

Jalur Pedestrian 

1. Menjadi sistem/sarana utama penghubung/pergerakan 

masyarakat dalam satu kawasan. 

2. Penyediaan jalur pedestrian yang layak, dilengkapi jalur 

penyandang disabilitas dan jalur sepeda serta street furniture. 

3. Setiap penyeberangan jalan harus dilengkapi dengan tombol 

lampu penyeberangan dan timer. 

4. Penggunaan material yang menyerap air untuk perkerasan 

jalan dan lingkungan (paving) dan tactile paving dengan bahan 

yang awet untuk jalur difabel. 

5. Penyediaan jalur pedestrian dan gedung parkir/parkir 

basement terpusat dalam perencanaan kawasan dengan konsep 

Superblock untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor 

sekaligus mencegah penurunan kualitas visual kota. 

6. Jalur pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan sepeda yang 

berstandar nasional/internasional. Salah satunya penggunaan 

ramp dengan perbandingan 1:12 untuk menghubungkan dua 

level ketinggian yang berbeda dan elevasi bukaan untuk jalur 

kendaraan sama dengan trotoar sehingga jalur pejalan kaki 

menerus. 

7. Menciptakan permeabilitas yang tinggi dengan adanya jalur 

pejalan kaki (standar Route Directness Index minimal sebesar 

0,65). 

 

 

Pendukung Aktivitas 

1. Ruang Terbuka Publik 

a. Ruang terbuka sebagai penanda yang disesuaikan dengan 

karakter kawasan, dapat juga dilengkapi dengan monumen. 

b. Penyediaan ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat baik 

skala makro maupun mikro dengan luasan yang sesuai 

dengan jumlah masyarakat yang dilayani serta konteks 

lingkungannya. 

 

2. Pendukung Aktivitas Kota 

a. Aktivitas pendukung kawasan berkaitan dengan kegiatan 

edukasi, komersil, budaya, religius, dan alam. 

b. Fasilitas-fasilitas pendukung aktivitas dapat dijadikan 

destinasi wisata berskala lingkungan/regional, nasional, dan 

internasional yang jumlah dan besarannya disesuaikan 
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dengan jumlah populasi yang dilayani serta radius 

ketercapaian. 

c. Menyediakan fasilitas seperti pusat perbelanjaan, perbankan, 

restoran sebagai fasilitas perdagangan dan jasa. 

d. Gedung pertunjukan, balai warga, balai serbaguna, gedung 

serbaguna, museum, pusat kesenian dan kebudayaan, 

maupun taman bermain sebagai fasilitas budaya dan 

rekreasi, juga Istana Negara dan Perpustakaan Nasional. 

e. Pendidikan dasar (taman bacaan, TK, SD, SMP, 

SMA/SMK) di lingkungan permukiman dan pendidikan 

tinggi (universitas) sebagai fasilitas pendidikan kota. 

f. Pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, kantor pos, 

kantor pelayanan publik sebagai fasilitas pelayanan umum 

berskala lingkungan dan juga kawasan/kota. 

g. Menyediakan Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng sebagai 

fasilitas peribadatan kota/pusat. 

 

 

Signage 

1. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dan jalur 

pedestrian wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan dan 

penunjuk arah. 

2. Penempatan reklame harus memperhatikan konteks kawasan 

serta fungsi di sekitarnya. 

3. Menempatkan papan-papan edukasi di ruang-ruang terbuka 

terkait ekologi, sustainability, dsb. 

4. Penunjuk arah menggunakan prinsip universal design (seperti 

adanya huruf braille). 

5. Memperhatikan visibilitas dan legibilitas informasi, serta tidak 

mengganggu kualitas visual kota. 

6. Menambah kualitas tampilan lingkungan dan fungsional 

penunjuk arah. 

 

 

Preservasi 

1. Membentuk harmoni antara manusia dengan alam (Saujana). 

2. Perlindungan terhadap hamparan alam sebagai bagian dari kota 

dengan mengusung konsep Forest City, tidak hanya bangunan 

dan tempat bersejarah. 

3. Penggunaan keanekaragaman hayati pada ruang terbuka hijau. 

4. Mengikuti peraturan dan ketentuan perlindungan dan pelestarian 

cagar budaya, salah satunya Permen PUPR No 01/2015 tentang 

Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya. 

5. Pembangunan dan perlindungan kawasan konservasi (Taman 

Nasional dan Konservasi Orangutan) flora dan fauna yang dapat 

menjadi bagian wisata edukasi dan rekreasi Ibukota Negara. 
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Infrastruktur 

1. Pengembangan Sistem Smart Grid agar distribusi pasokan listrik 

efisien  dan sistem penyaluran tenaga listrik bawah tanah di 

dalam perkotaan. 

2. Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk kebutuhan 

domestik  sehingga dapat mengurangi konsumsi listrik PLN. 

3. Menyediakan transportasi antarmoda yang terintegrasi yang 

menghubungkan Ibukota Negara dengan bandara dan pelabuhan 

komersial. 

4. Menggunakan air alternatif untuk memenuhi kebutuhan 

penyiraman tanaman. 

5. Pemilahan sampah setempat dengan 5 pembagian kategori: 

organik (hijau), plastik (kuning), bahan berbahaya (merah), 

kertas (biru), dan residu lainnya (abu-abu) dan juga 

pengangkutan sampah yang terpisah. 

6. Penyediaan bank limbah pangan untuk mengurangi limbah 

makanan terbuang ke tempat pembuangan sampah.  



 

 

  

SAYEMBARA GAGASAN DESAIN KAWASAN IBU KOTA NEGARA (IKN) 23   

  

“…Ibu Kota Negara dengan penerapan Smart Mobility sebagai konsep transportasi 

perkotaan …” 

 

– Menteri Perhubungan, Rapat Curah Gagasan IKN-PUPR, 

24 September 2019 



 

 

  

SAYEMBARA GAGASAN DESAIN KAWASAN IBU KOTA NEGARA (IKN) 24   

5. PROGRAM PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR                                                

DASAR PERMUKIMAN IKN 

 

5.1. KRITERIA PERUMAHAN 

 

Perencanaan kawasan permukiman dan perumahan disesuaikan 

dengan struktur dan pola rencana tata ruang kawasan dan menjawab 

pendekatan kriteria utama Ibu Kota Negara, sebagai berikut: 

1. Kawasan permukiman dengan ruang-ruang publik yang 

mendorong prinsip gotong royong dan kearifan lokal. 

2. Kawasan permukiman dan bangunan perumahan yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga menciptakan 

lingkungan permukiman dan perumahan yang lestari, aman, 

nyaman, layak huni, dan berketahanan (resilient) terhadap 

bencana alam dan perubahan iklim. Salah satunya dengan 

penerapan green building pada rumah tapak dan rumah susun. 

3. Pengembangan permukiman dengan mengadopsi New 

Urbanism, salah satu penerapannya dengan mixed-use building / 

complex untuk Rumah Susun. 

4. Teknologi modern, seperti smart building, juga dapat diterapkan 

dalam penyediaan perumahan. 

Konsep perancangan kawasan dan bangunan permukiman Ibu Kota 

Negara dengan mengusung konsep Green House dan Smart Eco-

Housing.  

Green House: 

Pencahayaan, sirkulasi udara, vegetasi, material ramah 

lingkungan, dan sumber energi terbarukan. 

Smart Eco-housing: 

Teknologi internet of things, home network system, manajemen 

air, manajemen sampah, serta efisiensi ruang.  

Sumber: Greenship Homes dari GBCI Indonesia 

Tepat Guna Lahan Konservasi dan Efisiensi 

Energi 
Konservasi AIr 

Siklus dan Sumber 

Material 
Kesehatan dan 

Kenyamanan dalam 

 

Manajemen Lingkungan 

Bangunan 
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5.2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PERUMAHAN 

 

Perhitungan kebutuhan perumahan dilakukan beradasarkan rencana 

proyeksi jumlah penduduk yang telah dibahas sebelumnya. 

Pembagian penyediaan rumah dilakukan berdasarkan: 

1. VVIP : Istana Presiden dan Wakil Presiden 

2. VIP  : Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 

Paspampres, dan Pejabat Lembaga Tinggi Negara 

3. ASN/TNI/POLRI: 

a.  Eselon I & Eselon II (Rumah Tapak 2 Lantai)  

b. Eselon III & Eselon IV & Staff (Rumah Susun) 

 

Penyediaan rumah akan dibagi menjadi 2 jenis yaitu rumah tapak 

(landed house) yang diperuntukkan bagi Pejabat Lembaga Tinggi 

Negara dan Eselon I dan II ASN, TNI serta Polri. Sedangkan untuk 

Paspampres, Pejabat Eselon III, IV dan Non Eselon ASN, TNI dan 

Polri akan disiapkan hunian berupa rumah susun. 

 

Secara terperinci kebutuhan perumahan dijelaskan dalam tabel berikut.  

  

 
1.076,5 
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5.3. SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH 

 

Untuk menjamin ketersediaan sumber air bersih IKN, diperlukan 

upaya: 

a. Pelestarian sumber mata air demi terjaminnya kualitas 

standar baku air layak konsumsi, kuantitas dan kontunitas; 

b. Pembangunan IPA dan pengembangan sistem jaringan pipa 

distribusi; 

c. Pengembangan jaringan air minum terpadu. 

 

Skema Sistem Pelayanan dan Jaringan Pelayanan Air Bersih 

Sumber air baku utama berasal dari air sungai, sedangkan air 

baku alternatif dapat menggunakan air yang bersumber dari 

danau. Kriteria sumber air baku untuk kebutuhan air bersih yaitu 

memiliki debit yang relatif stabil untuk menjaga kualitas dan 

kuantitas pelayanan. Air baku yang diambil dari sungai atau 

danau diolah terlebih dahulu di sistem pengolahan air (water 

treatment plant), terutama untuk air minum, mandi dan masak, 

dan hasil dari pengolahan air limbah domestik (new water) untuk 

kebutuhan flushing toilet, penyiraman tanaman, pemadaman 

kebakaran, dan kebutuhan lain. 

 

Jaringan pipa menggunakan system loop untuk menjaga 

kontinuitas distribusi pasokan air bersih. Sistem jaringan 

perpipaan didesain untuk mengalirkan air dengan kecepatan 

tertentu (0,6 – 1,2 m/detik). 

 

5.4. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MANDIRI 

 

Sistem penyediaan air minum IKN dapat menggunakan sumber air 

baku terdekat dan dikelola pada instalasi pengelolaan setempat untuk 

selanjutnya didistribusikan ke seluruh bagian wilayah IKN. 

Penyediaan Air Baku dapat dilakukan dengan konsep, sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan Kawasan Berbasis SDA; 

2. Memprioritaskan sinergi pemanfaatan infrastruktur yang sudah 

dibangun Kementerian PUPR (bendungan/waduk); 

3. Menerapkan konsep “Bauran Air” (untuk ketahanan air baku) 

Kapasitas Air Baku >6 m
3
/detik. 

 

Sedangkan Konsep Sistem Penyediaan Air Minum dapat dilakukan 

dengan cara: 

• Pelayanan 100% melalui Jaringan Perpipaan (JP) 

• Penyusunan desain kebutuhan 150 liter/orang/hari 

• Pemisahan IPA KIPP dengan IPA Non-KIPP  
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Diagram Konsep Penyediaan Air Minum Mandiri IKN 
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5.5. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK 

 

 

Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik (grey water 

dan black water) dilakukan dengan rincian, sebagai berikut: 

1. Rencana sistem pengolahan air limbah domestik pada Kawasan 

IKN dengan pengembangan sistem jaringan perpipaan dari tiap 

rumah/bangunan menuju IPAL masing-masing zona pelayanan/ 

permukiman yang berkapasitas 250.000 jiwa. 

2. Sistem jaringan perpipaan air limbah terdiri dari pipa lokal 

(bangunan), pipa kolektor, dan pipa utama sebelum disalurkan 

ke IPAL kawasan atau trunk sewer. Trunk sewer digunakan 

pada jaringan pelayanan air limbah yang luas (> 1.000 Ha) 

untuk menerima aliran dari pipa utama dan untuk dialirkan ke 

IPAL. 

3. Air limbah akan diproses menjadi air untuk keperluan flushing 

toilet, penyiraman tanaman (misal untuk botanical garden), 

pemadaman kebakaran, dan kebutuhan lain (new water). 

 

Rencana jenis dan kapasitas pengolahan air limbah, sebagai berikut: 

1. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) 

atau Sistem Pengolahaan Air Limbah Domestik-Setempat 

(SPALD-S), air limbah diolah secara kolektif ke sub-sistem 

pengolahan. Kapasitas total SPALD-T sebesar 230.000 m³/hari.  

2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dirancang 

untuk mengolah lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan 

setempat dengan rencana kapasitas sebesar 950 m³/hari. 

 

5.6. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH  

 

Sistem pengelolaan sampah secara makro dilakukan dengan prinsip 

Waste to Energy menuju Zero Waste yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Pengurangan Sampah (20%) dilakukan dengan penerapan 3R 

(reduce-reuse-recycle); 

2. Penanganan Sampah (80%) diupayakan dengan prinsip Waste to 

Energy menuju Zero Waste. 

 

Penyediaan sarana sistem pengolahan sampah IKN sebagai berikut:  

1. Tempat Sampah (Bin) 

Penyediaan tempat sampah terpilah pada setiap bangunan dan di 

tempat umum. Di sepanjang jalur pejalan kaki disediakan tempat 

sampah dengan jarak minimal 100 m. 

2. Pengangkutan sampah (moda: motor, truk sampah, compactor) 

a. Mudah dalam proses loading dan unloading; 

b. Memiliki bobot ringan (sesuai dengan kondisi jalan) dengan 

model truk tertutup; 



 

 

  

SAYEMBARA GAGASAN DESAIN KAWASAN IBU KOTA NEGARA (IKN) 29   

c. Ritasi antara 1-4 kali sehari dan jadwal pengangkutan yang 

tidak mengganggu aktivitas masyarakat. 

3. Recycling drop off centre 

a. Diletakkan di daerah yang memiliki kemudahan akses untuk 

proses pengangkutan serta tidak mengganggu estetika 

kawasan; 

b. Berjarak minimal 30 m dari sungai. 50 m dari kawasan 

permukiman dan 160 m dari sumur; 

c. Memilah sampah anorganik-organik, daur ulang sampah. 

4. Sanitary landfill 

a. Dilengkapi jalan masuk yang cukup lebar, dapat dilalui 2 truk 

sampah; 

b. Berdsarkan hasil perhitungan proyeksi timbulan sampah, luas 

sanitary landfill IKN sekitar 90 Ha; 

c. Dilengkapi dengan unit incinerator dan generator.  

Skema pengelolaan persampahan IKN dapat sebagai berikut:  
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5.7. SISTEM PEMADAM KEBAKARAN PERKOTAAN 

 

Berdasarkan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan 

Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan, tujuan penyelenggaraan Sistem proteksi kebakaran 

pada bangunan gedung dan lingkungan adalah untuk melindungi 

bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.  

 

Sistem Pemadaman Kebakaran IKN dapat dilakukan melalui: 

1. Penyediaan pos-pos pemadam kebakaran, pada setiap Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK). Setiap WMK akan melayani 

wilayah maksimal seluas 10.000 Ha. 

2. Penyediaan WMK khusus untuk melayani Kawasan Inti Pusat 

Pemerintahan (KIPP). 

3. Penyediaan 4 WMK untuk melayani Kawasan Ibu Kota Negara 

(KIKN) dan KP-IKN. 

4. Supply air untuk pemadaman kebakaran disediakan melalui 

hidran kebakaran kota, jarak antar hidran sebesar 98 m², dengan 

sumber air dari hasil pengolahan air limbah. 

5. Mengimplementasikan Smart Fire Detection System di wilayah 

IKN. 
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“…pemenuhan fasilitas kota untuk generasi masa depan…” 

 

– Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 

Rapat Curah Gagasan IKN-PUPR, 24 September 2019 
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6. MODEL/KAJIAN KAWASAN IKN 

 

6.1 KONSEP PERANCANGAN IKN 

 

Dalam konsep perancangan IKN yang berbentuk konsentris, terdapat 

3 (tiga) ring zona yang mengelilingi inti pusat pemerintahan, dengan 

fungsi yang berbeda dan direncanakan sebagai lokasi pengembangan 

kawasan, sebagaimana digambarkan dengan diagram sebagai berikut:  

 

 

1. RI : Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (K-IPP), dengan 

radius dari titik pusat terjauh ±2,53 km, dan/atau 

memiliki luas lahan 2.000 Ha dan jumlah penduduk 

sekitar 80.000 jiwa; 

2. RII : Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN), dengan radius dari 

titik pusat terjauh ±11,57 km, dan/atau memiliki luas 

lahan ±40.000 Ha, dan jumlah penduduk 1.420.000 

jiwa; 

3. RIII : Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN),  

dengan radius dari titik pusat ±26,58 km, dan/atau 

memiliki luas lahan ±180.000 Ha, dan jumlah 

penduduk 1.800.000 jiwa. 

 

6.2 RENCANA STRUKTUR RUANG IKN 

 

Perencanaan kawasan perkotaan berdasarkan konsep Multiple 

Concentric System, yaitu mendistribusikan pusat-pusat 

pertumbuhan kota diluar kawasan intinya, sehingga mencegah 

timbulnya pemusatan tunggal dan mendorong pemerataan pusat 

aktivitas.  

 

Sistem dan Hierarki 

RI 
RII 

RIII 

Diagram hirarki perkotaan bila menggunakan model konsentris 
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1. Sumbu Konsentris 

Terdapat jalur utama yang menghubungkan bagian luar kota, 

metro city hingga menembus pusat kota IKN. Selain itu juga, 

direncanakan jalur poros quadrant yang menghubungkan luar 

kota, metro city hingga CBD capital city.  

2. Central Bussiness District (CBD) 

Kawasan CBD terdiri atas: 

a. 1 pusat perkotaan di pusat pemerintahan sebagai CBD 

(Downtown) simbolik Ibu Kota; 

b. CBD quadrant district yang berlokasi di dalam capital city 

ring road.  

c. CBD urban grid district di jalur utama penghubung kota di 

luar capital city ring road.  

d. CBD yang melayanai beberapa urban village. 

3. Sistem Ring 

a. Green loop merupakan jalur akses yang menghubungkan 4 

(empat) CBD (downtown) Capital City 

b. Perisai (capital city ring road) menghubungkan fasilitas 

primer 

c. CBD ring road menghubungkan CBD (downtown) 

d. Urban village ring road menghubungkan 5 urban village 

district dan 5 urban grid district. 

  

*)

Hanya berupa ilustrasi 
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6.3 RENCANA POLA RUANG IKN 

 

Pola ruang IKN direncanakan sesuai dengan fungsi yang akan 

diakomodasi, diantaranya Istana Presiden dan Wakil Presiden, 

komplek perkantoran pemerintahan (kantor kementerian/lembaga/ 

badan nasional, TNI, POLRI, Kedubes), perkantoran swasta, 

perumahan, dan ruang terbuka. 

 

 

SUNGAI 

FOOD ESTATE 

TAMAN SAFARI DAN BOTANICAL GARDEN 

GREEN BELT 

PERUMAHAN ASN 

PERUMAHAN 

PERUMAHAN TNI, POLRI DAN MENTERI 

CBD 

FASILITAS PENDIDIKAN 

PEMERINTAHAN 

RELIGIOUS COMPOUND 

RUANG TERBUKA 

PERKANTORAN SWASTA 

EMBASSY 

DOWNTOWN 

ISTANA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

GOVERNMENT CORE 

RING 2 

RING 1 

*)

Hanya berupa ilustrasi 


